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Mengingat :

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN

a.

—

DANA OTONOMI KHUSUS ACEH TAHUN 2008-2027
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
harus dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program,
kegiatan dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi
Khusus, yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor
78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi
Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh
Tahun 2008-2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015

tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh
Tahun 2008-2027;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4871);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1085,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor
11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7283);

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
TAHUN 2008-2027.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi
Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015
Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 114) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 14a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

l14a. Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut DOKA adalah Dana Otonomi Khusus
yang dialokasikan oleh Pemerintah® Aceh untuk membiayai
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Tahun 2008-
2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)Lampiran Bab III Isu Strategis Bidang Pembangunan Otonomi
Khusus Aceh dan Bab IV Matrik Rencana Program Dana Otonomi
Khusus Tahun 2018-2027 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6A

(1) Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemanfaatan
Dana Otonomi Khusus Alokasi Pemerintah Aceh dan DOKA Tahun
Anggaran 2023-2027 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi,
Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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(2) Referensi urusan, bidang wurusan, program, kegiatan, dan
subkegiatan rencana aksi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan
DOKA Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Bab IV
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 6B

Petunjuk teknis pengelolaan Dana Otonomi Khusus Alokasi
Pemerintah Aceh dan DOKA berpedoman pada Peraturan Gubernur
yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 6C

Pengajuan usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang
bersumber dari DOKA dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi Alokasi Kabupaten/Kota disampaikan melalui aplikasi yang
dikembangkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 25 JutL! 2022
20 OZULHIZIAH 1443

\Q Pj. GUBERNUR ACEH, ¢

M

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal,

25  JuLt 2022

20 D2ULHIIAH 1443

X SEKRETARIS DAERAH ACEH,?] .

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 2%
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